
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI KAIMANA 
PROVINSI PAPUA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI KAIMANA 

 
NOMOR 12 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 04 TAHUN 2024 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAIMANA, 

Menimbang : a. bahwa adanya penyesuaian Rekening dan Pergeseran 

antar objek dalam jenis yang sama tanpa merubah 

keluaran/output sub kegiatan pada OPD Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik; 

b. bahwa karena kondisi mendesak perlu 

penyesuaian/pergeseran anggaran belanja yang belum 

tersedia anggarannya pada OPD Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata; 

c. bahwa karena adanya perubahan nomenklatur tanpa 

merubah keluaran/output sub kegiatan pada Bagian 

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 

d. bahwa karena kondisi mendesak perlu 

penyesuaian/pergeseran anggaran belanja yang belum 

tersedia anggarannya pada OPD Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata sehingga pada alokasi anggaran Belanja Tidak 

Terduga mengalami pergeseran anggaran pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 

perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 

Tahun Anggaran 2024 diberitahukan kepada pimpinan 

DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan 

daerah tentang perubahan APBD Tahun 2024 untuk 

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang 

tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 

2024; 

SALINAN 



f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e 

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 04 

Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana diubah 

dengan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 

sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6697); 

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di 

Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4245); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 

Lembaran Negara Tahun 4421); 

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang  

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 112); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas  Peraturan Daerah Kabupaten 

Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39); 

 

 



13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 24). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 04 TAHUN 2024 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Nomor 

04 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Kaimana Tahun 2024 Nomor 437) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2024 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2024 

Nomor 443), diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 13 

 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar                                           

Rp. 1.032.914.197.019,- (satu triliun tiga puluh dua 

miliar sembilan ratus empat belas juta seratus sembilan 

puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja bunga; 

d. Belanja subsidi; 

e. Belanja hibah; dan 

f. Belania bantuan sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 345.705.878.263,- (tiga 

ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima juta 

delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam 

puluh tiga rupiah). 



(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar                                                

Rp. 579.233.489.556,- (lima ratus tujuh puluh sembilan 

miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan 

puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah). 

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah). 

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu 

miliar lima ratus juta rupiah). 

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)      

huruf e direncanakan sebesar Rp. 92.878.499.600,- 

(Sembilan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh 

delapan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu 

enam ratus rupiah). 

(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar                                            

Rp. 13.596.329.600,- (tiga belas miliar lima ratus 

Sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh Sembilan 

ribu enam ratus rupiah). 

 

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 15 

 

(1) Anggaran Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar                    

Rp. 579.233.489.556,- (lima ratus tujuh puluh sembilan 

miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan 

puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. Belanja Barang; 

b. Belanja Jasa; 

c. Belanja Pemeliharaan; 

d. Belanja Perjalanan Dinas; 

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada 

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; 

f. Belanja Barang dan Jasa BOS; 

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.401.442.010,- (dua 

puluh empat miliar empat ratus satu juta empat ratus 

empat puluh dua ribu sepuluh rupiah). 

 



(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)       

huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.556.388.161,- 

(Seratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh 

enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus 

enam puluh satu rupiah). 

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar                                     

Rp. 19.186.369.704,- (Sembilan belas miliar seratus 

delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan 

ribu tujuh ratus empat rupiah). 

(5) Belanja Perjalanan Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 78.635.508.200,- (tujuh puluh 

delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta lirna ratus 

delapan ribu dua ratus rupiah). 

(6) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada 

Pihak Ketiga/ Pihak Lain / Masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar               

Rp. 32.452.881.491,- (tiga puluh dua miliar empat ratus 

lima puluh dua juta delapan ratus delapan satu ribu 

empat ratus Sembilan puluh satu rupiah). 

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar                                  

Rp. 13.092.604.500,- (tiga belas miliar Sembilan puluh 

dua juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah). 

 

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 21 

 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar                            

Rp. 9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta rupiah). 

 

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 28 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang di 

klasifikassi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

 

 



b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III Daftar Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Hibah; 

d. Lampiran IV Daftar Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Bantuan Sosial; 

e. Lampiran V Daftar Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat 

Khusus; 

f. Lampiran VI Daftar Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Belanja Bagi Hasil. 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana. 

 

 

Ditetapkan di Kaimana 

pada tanggal 3 Juni 2024 

 

BUPATI KAIMANA, 

CAP/TTD 

FREDDY THIE 

 

Diundangkan di Kaimana  

pada tanggal 3 Juni 2024 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA, 

CAP/TTD 

DONALD RAIMOND WAKUM 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 445 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH 

PEMBINA 

Nip. 19780605 200603 1 001 

 

 


